(o

Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia

Laporan Tahunan 2015






¢

Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia

Laporan Tahunan
2015







Kata Pengantar

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas terselesaikannya
Laporan Tahunan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)
tahun 2015.

Tahun 2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika berhasil mencatat kemajuan
yang berarti dalam menghadapi berbagai tantangan yang dialami oleh industri
telekomunikasi dan informatika.

Pencapaian utama yang berhasil dilaksanakan Kemkominfo selama tahun 2015 antara
lain, penataan pita frekuensi 1800 MHz dan peluncuran layanan Broadband 4G LTE,
penandatanganan kontrak paket barat dan tengah pembangunan Jaringan Tulang
Punggung Pitalebar Serat Optik Nasional (Palapa Ring), pembangunan Sarana/Tugu
Berkode Pos di wilayah perbatasan, penanganan konten internet bermuatan negatif
dan implementasi tenaga humas pemerintah untuk mendukung Government Public
Relations.

Keberhasilan ini tidak lepas dari kontribusi seluruh pegawai Kemkominfo dalam
menjalankan organisasidengantata kelola dan kinerjayang baik, sehingga Kemkominfo
berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Besar harapan Saya, dengan terbitnya Laporan Tahunan Tahun 2015, informasi yang
disajikan dapat memberikan gambaran utuh mengenaitren komunikasi daninformatika
sehingga dapat bermanfaat bagi publik dan khalayak yang berkepentingan di bidang
teknologi informasi dan komunikasi, khususnya bagi para penyedia dan pengguna
jasa telekomunikasi dan informatika di Indonesia.

Jakarta, 6 April 2016
Sekretaris Jenderal,

Farida Dwi Cahyarini
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Peristiwa Penting Highlight
Tahun 2015 Kemkominfo

PERISTIWA PENTING
TAHUN 2015

ASIONAL £

Pﬁrﬁﬁiﬂssm NREPUBLIKINDO

Nesm -
BB 9/ Februari/ 2015

Peringatan Hari Pers Nasional

HEHEH 6/ April /2015
Forum penanganan situs internet bermuatan negatif

E 19-21 / April / 2015
Peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60.

BB 19/ Mei/ 2015

Peresmian Percepatan Pelayanan Perizinan Fekuensi :
Radio Berbasis Machine to Machine (M2M).

E 15-16 / Juni / 2015
Festival Desa TIK (DesTIKa)

g 10/ Agustus / 2015
Peluncuran Perangko 48th ASEAN DAY Celebration

BEH 28-29/ Oktober / 2015

unjungan ke silicon valley.

EEH 11/ Desember/ 2015
Launching 4G LTE Revolusi Digital.
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HIGHLIGHT
KEMKOMINFO

(¢ 1. Highlight Capaian Kinerja KEMKOMINFO 2015

Dalam bidang infastruktur, Kemkominfo telah berhasil menyediakan

Lokasi

Tersedia Situs Negatif
Akses Diblokir
Internet

‘TLaporan Tahunan KEMKOMINFO 2015 @




Highlight
Kemkominfo

= Highlight Kemkominfo
((( 2. Highlight Laporan Keuangan

Realisasi Anggaran Kemkominfo 2015

' Pendapatan Negara

Pendapatan
pengelolaan
Barang Milik
Negara

Rp y Pendapatan
2,4m|l|ar luran dan Denda

Pendapatan R Pendapatan R
Jasa Io14,6tri|iun Lain-lain p4,8mi|iar

Pendapatan

Kejaksaan & Pendapatan

Peradilan dan Rp2 6juts Jasa Layanan sz 7 triliun
Hasil Tindak Umum ’

Pidana Korupsi

Pendapatan Pendapatan

R R
Pendidikan "11,8miiar || Sadan Layanan "6, 8miliar
mum

Total Pendapatan Negara

Rp

triliun
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= Highlight Kemkominfo

Pagu Kemkominfo 2015 Rp4.93 9tri|iun

- Belanja Negara

Badan Layanan

Rupiah Murni
Umum

RIO].,].triliun Rp366mi|iar

Hibah Luar
Negeri

Pinjaman Luar
Negeri

306 milar "°1,8miliar

Hibah
Langsung Luar
Negeri

Pendapatan
Negara Bukan
Pajak

Rp85 1 miliar Rp763juta

Total Belanja Negara

R
P triliun
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Statistik Bidang
Kominfo

STATISTIK
BIDANG KOMINFO

((( 1. Penyelenggaraan Pos

Keterangan :
& Areal
@ Areall @ AREAVI
w P ’ @& Arealll AREA VIII
@ ArealV AREA IX
P ® AreaV @ AREAX
@ AreaVl @ AREAXI

B4
‘\.

Gambar 1.1 : Area operasi PT Pos Indonesia

Keterangan:
@ Areall
Area lll
@ ArealV
& AreaV
& AreaVl

Gambar 1.2 : Sebaran pelayanan pos bergerak PT. Pos Indonesia tahun 2013

Sumber: Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2014
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= Statistik Bidang Kominfo

2. Jangkauan Sinyal
Menurut sensus yang dilakukan oleh BPS tahun 2014, 91% wilayah di Indonesia
sudah terdapat sinyal telepon, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sinyal kuat

_—
)

Tidak ada Sinyal Lemah
sinyal —

-

9% 23%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014

Jangkauan Kecepatan Sinyal di Wilayah Indonesia

Signal Type

? Comprehensive entire network signal (including 2G, 3G, and 4G) "-T-? 3G network "-T? 4G network

11.15 Mbps

4.44 Mbps

5.46 Mbps
Coverage percent of Download speed for Upload speed for
Indonesia’s land and the entire network the entire network

sea territory

Sumber: opensignal.com, 2016

Kecepatan Rata-Rata Jaringan Seluler di Indonesia

Mbps B Dovnload D Upload
8

N G & o ey @ s

=

Jakarta Jawa Sumatera = Kalimantan Bali-NTT Sulawesi  Maluku-Papua

Sumber: Cellular and Broandband Indonesia Coverage Study by UP2M
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= Statistik Bidang Kominfo

((( 3. Pertumbuhan Telepon Seluler di Indonesia

miliar
350

300

Total mobile subscribers
— Fixed lines + fixed wireless subscribers

250

200

150

100

50

o o o 6 O 0 o o o ®

0 year
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sumber: www.redwing-asia.com, 2015

Panggilan Telepon dan SMS menurun, tetapi penggunaan data meningkat, seperti
terlihat pada gambar di bawah ini:

Total Subscriptions (in millions)

Cellular Fixed Fixed Wireless Access
Sumber: www.redwing-asia.com, 2015
Traffic Voice Minute Traffic Data per month Traffic SMS O/G per month
per month per subscriber per subscriber per subscriber
o N CI—

Sumber : GSMA Intelligence 2015
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Government Public Penelitian dan

Relations dan Pengembangan
Pembangunan Diseminasi Sumber Daya
Kebijakan Infrastruktur Tata Kelola Internet Informasi \ERISE] Kinerja Lainnya

= Statistik Bidang Kominfo

Peta Jaringan Telepon Seluler dan Jaringan Serat Optik

Fibre Optic

BTS 2G 1 130.847
NodeB 3G : 115.300
eNodeB 4G : 11.282

Total Length PO Network : 206.077,34 km B
Covered Kabupaten . 425 (84.7%)
Uncovered Kabupaten 77 (15.3%)

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2015

Jumlah Base Transceiver Station (BTS) yang telah dibangun dari tahun 2010-2015

275.000 ——
225.000 ——
200.000 ——

oo @m@m

= @) @) (SK? A

50.000 ——
25.000 ——
1
S w

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total BTS

98.042

124.003 147793 176.332 257.429

sumber : LKO dan SIMF data

.TLaporan Tahunan KEMKOMINFO 2015




Statistik Bidang
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= Statistik Bidang Kominfo

(¢ 4. Peran Bidang Informasi dan Informatika dalam Pendapatan Nasional
Capaian TKDN Capex Tahun buku 2012 dari self assessment dan hasil verifikasi
Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap 6 perusahaan penyelenggaraan 3G,
yakni Telkomsel, Axis Telekom Indonesia, XL Axiata, Smart Telekom, HCPT dan Indosat.

Tabel 1.1 : Ekspor Impor Alat dan Perangkat Telekomunikasi tahun 2008-2015

2015
[T ELLELNVEE]E] 2010 2011 2012

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 13,93 13,64 13,45 13,28 13,17
Pertambangan dan Pengalian 10,46 10,28 9,99 9,62 9,21
Industri Pengolahan 22,04 22,06 21,97 21,75 21,67
Pengadaan Listrik dan Gas 1,06 1,05 1,09 1,09 1,09

Pengadaan Air, Pengelolahan Sampah,
Limbah, dan Daur Ulang

Konstruksi 9,13 9,38 9,42 47 9,65

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
Mobil dan Motor

Transportasi dan Pergudangan 857 13,65 13,68 13,78 13,89
2,94 2,95 3,01

0,09 0,08 0,08 0,08 0,08

13,46 13,90 13,82 13,71 13,68

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Informasi dan Komunikasi

Jasa Keuangan dan Asuransi

Real Estate 2,89 2,93 2,97 2,99 2,99
Jasa Perusahaan 1,44 1,49 1,51 1,54 1,61
Gon Jominen Sosial W e it - dat e
Jasa Pendidikan 294 2,95 301 3,09 3,12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya 0,97 1,00 1,01 1,04 1,07
Jasa Lainnya 1,47 1,50 1,50 151 1,56
Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar 97,37 97,01 97,84 97,50 97,50
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk 2,63 1,99 2,16 2,50 2,50
Produk Domestik Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keterangan : * Angka sementara Sumber : Badan Pusat Statistik

** Angka sangat sementara

((( 5. Perkembangan Ekspor Impor Alat dan Perangkat Telekomunikasi
Tabel 1.2 : Ekspor Impor Alat dan Perangkat Telekomunikasi tahun 2008-2015

Ekspor Impor
Tahun
Berat (kg) Nilai (US$) Berat (kg)

2008 1.044.207.325 55.282.207 1.130.915.894 20.398.992
2009 1.886.732.217 42.314.730 2.503.657.803 48.611.492
210 2.310.105.995 56.333.735 3.619.695.162 62.600.497
2011 2.681.090.192 66.745.199 4.246.802.605 55.264.763
2012 1.284.076.360 28.578.023 3.893.105.777 51.044.989
Semester 1-2013 669.116.102 13.767.983 2.035.674.327 22.676.997
Semester 1-2013 485.887.207 10.843.837 2.022.716.088 20.334.297
Semester 1-2014 350.710.403 7.124.544 3.021.832.445 26.080.680
Semester 1-2014 777.375.750 14.926.725 5.792.440.367 55.428.205

Semester 1-2015 412.712.899 8.480.731 2.456.965.404 27.040.139

Keterangan : * Angka sementara Sumber : Badan Pusat Statistik
** Angka sangat sementara

Laporan Tahunan KEMKOMINFO 2015T’
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STRUKTUR
ORGANISASI

Struktur
Organisasi

Sumber Daya
Manusia

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010

STAF AHLI BIDANG SOSIAL,
EKONOMI, DAN BUDAYA

STAF AHLI BIDANG KOMUNIKASI
DAN MEDIA MASA

STAF AHLI BIDANG TEKNOLOGI

INSPEKTORAT JENDERAL

MENTERI

SEKRETARIAT JENDERAL

SEKRETARIAT
ITJEN

. .

INSPEKTORAT  INSPEKTORAT
| ]

. .

INSPEKTORAT  INSPEKTORAT
] v

PUSAT PUSAT
RoATDATA AL INFORMASIDAN |  PENDIDIKAN
DANSARANA | KERJASAMA
INFORMATIKA | INTERNATIONAL || HUBUNGAN  § DAN PELATIHAN
MASYARAKAT PEGAWAI
BIRO BIRO BIRO BIRO BIRO
PERENCANAAN  KEPEGAWAIAN  KEUANGAN HUKUM UMUM

DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN

INFORMATIKA

DIREKTORAT JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS
DAN INFORMATIKA

SEKRETARIAT SEKRETARIAT
DIT JEN DIT JEN
DIREKTORAT
L= PENATAAN SUMBER - D'RE;(JSRAT
DAYA
I AELLyy DIREKTORAT
- ORERASE ™ TELEKOMUNIKASI
SUMBER DAYA
DIREKTORAT
| o PENGENDALIANSUMBER | DIREKTORAT
DAYA DAN PERANGKAP PENYIARAN
POS DAN INFORMATIKA
e DIREKTORAT
STANDARDISAS| TELEKOMUNIKASI
PERANCR AT e AN [ KHUSUS PENYIARAN
PUBLIK DAN KEWAJIBAN
INFORMATIKA UNIVERSAL
DIREKTORAT

—u PENGENDALIAN
POS DAN INFORMATIKA

DIREKTORAT JENDERAL
APLIKASI INFORMATIKA

SEKRETARIAT
DIT JEN

DIREKTORAT
E-GOVERMENT

DIREKTORAT
E-BUSINESS

DIREKTORAT
PEMBERDAYAAN
INFORMATIKA

DIREKTORAT
PEMBERDAYAAN
INDUSTRI
INFORMATIKA

DIREKTORAT

KEAMANAN
INFORMASI

DIREKTORAT JENDERAL

—a

- |

INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK

SEKRETARIAT
DIT JEN

DIREKTORAT
KOMUNIKASI PUBLIK

DIREKTORAT
PENGELOLAHAN DAN
PENYEDIAAN
INFORMASI

DIREKTORAT
PENGELOLAHAN
MEDIA PUBLIK

DIREKTORAT
KEMITRAAN
KOMUNIKASI

DIREKTORAT
LAYANAN INFORMASI
INTERNASIONAL

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Kemkominfo
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DAN PENGEMBANGAN

-

i

i

SUMBER DAYA
MANUSIA

SEKRETARIAT
DIT JEN

PUSAT PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN
INFORMATIKA

PUSAT PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
PENYELENGGARAAN
POS DAN INFORMATIKA

PUSAT PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
APLIKASI INFORMATIKA
DAN INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK

PUSAT PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
LITERASI DAN PROFESI
SDM KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA



SUMBER DAYA
MANUSIA

((« Komposisi Sumber Daya Manusia

Total
Pegawai

jumlah pegawai per unit kerja

Badan Litbang dan SDM
Aplikasi dan Informatika

Informasi dan Komunikasi Publik

Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Inspektorat Jenderal

Sekretariat Jenderal

berdasarkan gender

Wanita

Pria

166

|9|ﬁ|

smp sma

berdasarkan
golongan ruang

=

KEMKOMINFO

Pegawai

berdasarkan pendidikan

1.659

I .| Q— | @ | pendldtkan

d-Iil s1

282

III i

d- d-l profesor

berdasarkan usia

62 - 71 tahun

1 1 orang

32 - 41 tahun

977orang

52 - 61 tahun

1 o°53orang
22 - 31 tahun

606..

42 - 51 tahun

9820rang
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Program Prioritas

Kementerian
Komunikasi dan
Informatika

PROGRAM PRIORITAS
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

((« Progran Utama Kemenkominfo

Berdasarkan Nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat
signifikan bagi rakyat dan negara.

KEMARITIMAN

SUMBER DAYA
MANUSIA

ENERGI

FOKUS
PEMBANGUNAN
PEMERINTAHAN

KEDAULATAN INDONESIA
PANGAN \

PERBATASAN

* Cyber Security

- Broadband/4G & Governance
* Government

Public Relations

*Digitalisasi

- Efisiensi Industri *E-Goverment

*E-Commerce

‘ Program Legislasi Nasional (RUU) tahun 2015 - 2019

Cz Program Internal Kominfo terkait Reformasi Birokrasi
dan Revolusi Mental

Gambar 2.2 : Program Utama Kemkominfo
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Program Prioritas

Kementerian Pelayanan Publik
Peristiwa Penting Highlight Statistik Bidang Struktur Sumber Daya Komunikasi dan dan Penciptaan
Tahun 2015 Kemkominfo Kominfo Organisasi \ERISE] Informatika Good Governance

PELAYANAN PUBLIK DAN
PENCIPTAAN GOOD GOVERNANCE

(¢ 1. Penyederhanaan Proses Perizinan

Untuk Pelayanan Perizinan Yang Lebih Baik

8 Peraturan Menkominfo diubah
dalam rangka reformasi perizinan:

Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, dari 60 hari menjadi 14
hari kerja.

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, dari 60 hari menjadi 14 hari
kerja.

Izin Stasiun Radio (ISR) berbayar :
Untuk yang baru dari 44 hari kerja menjadi 21 hari kerja
Untuk yang perpanjang dari 7 hari kerja menjadi 3 hari kerja.

Izin Stasiun Radio yang tidak berbayar
dari 14 hari kerja menjadi 7 hari Kerja.

Izin Amatir Radio dari 14 hari kerja menjadi 10 hari kerja.

MUl e N B

Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP)
dari 28 hari kerja manjadi 10 hari kerja.

7. Sertifikat Alat dan perangkat telekomunikasi:
® \Melalui pengujian dari 30 hari kerja menjadi 23 hari kerja
® Melalui evaluasi dokumen dari 10 hari kerja menjadi 7 hari kerja.

8. Penyelenggaraan Pos baik Nasional, Propinsi maupun Kab/Kota, proses
perizinan dari 14 hari kerja menjadi 10 hari kerja.

Laporan Tahunan KEMKOMINFO 2015T.



Pembangunan

Government Public

Relations dan
Diseminasi

Penelitian dan
Pengembangan
Sumber Daya

Kebijakan Infrastruktur

Tata Kelola Internet Informasi

= Pelayanan Publik dan Penciptaan Good Governance

\ERISE] Kinerja Lainnya

Penggunaan Sistem Machine-to-Machine oleh Operator Seluler

PEMOHON

WEB
APPLICATION

M2M/H2H
v \

Application
Server/
Gateway

Database
Server

M2M

/

Web
Server

SOA
Server

Database
Server

Application
Server/Gateway

.TLaporan Tahunan KEMKOMINFO 2015



Pelayanan Publik
dan Penciptaan
Good Governance

= Pelayanan Publik dan Penciptaan Good Governance

((( 2. Sistem Perizinan Telekomunikasi dan Pos (E-Licensing)

Tujuan Sistem Perizinan Online

Mengurangi proses tatap muka
antara pemohon izin dengan
petugas

Transparansi pelayanan
sistem perizinan

Meningkatkan Mempermudah monitoring
HEY EELEELEET] proses dan berkas perizinan
reformasi birokrasi
Kominfo

Meningkatkan Integritas
Pelayanan Perizinan

Ditjen PPI Mempercepat proses
permohonan izin:

* Proses perizinan POS
semula 10 hari kerja
diharapkan menjadi 5 hari
kerja.

* Proses perizinan
Telekomunikasi semula
14 hari kerja, diharapkan
menjadi 7 hari kerja.

Mencegah KKN

Alur proses Pemohon dalam Sistem Perizinan

if YES:
Notifikasi email Jenis permohonan
validasi ke pemohon izin Submit

Validasi data registrasi Melengkapi form SELESAI
pemohon oleh admin permohonan izin

if NO :
Notifikasi email
penolakan

ke pemohon m

Gambar 3.1: Proses Registrasi dan Kelengkapan Administrasi Pemohon
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= Pelayanan Publik dan Penciptaan Good Governance

((( 3. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
serta Penciptaan Good Governance

Untuk mencegah dan memberantas
Korupsi, Kementerian Komunikasi dan
Informatika menciptakan beberapa

upaya untuk mendukung hal tersebut.

Beberapa upaya yang sudah
dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Whistle Blowing
System (WBS)
Whistle Blowing System
merupakan bagian dari aksi
atau upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi dengan
memperhatikan Peraturan Kepala
LKPP Nomor 7 Tahun 2012
tentang Whistle Blowing System.

Di dalam mendukung
pelaksanaan pengadaan barang/
jasa yang akuntable Kementerian
Komunikasi dan Informatika

telah memfasilitasi WBS dengan
memanfaatkan aplikasi dari

LKPP dan menjalankan aplikasi
WRBS tersendiri yaitu (http://wbs.
kominfo.go.id) dan kotak surat
elektronik untuk pengaduan WBS
di wbs@mail.kominfo.go.id.

b.

Monitoring Kepatuhan
Penyampaian LHKPN dan
LHKASN

Menindaklanjuti Instruksi Menteri
Komunikasi dan Informatika No. 1
Tahun 2015 tentang Pelaksanaan
Kewajiban Penyampaian Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara dan Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Kementerian
Komunikasi dan Informatika.

Penanganan Pengaduan
Masyarakat

Dalam rangka mendukung
penerapan Pengawasan
Masyarakat (Wasmas),
Kemkominfo telah memfasilitasi
media pengaduan yang berasal
dari masyarakat luas (dumas)
secara online yang bisa diakses
melalui website (http://dumas.
kominfo.go.id) dan alamat email
dumas@mail.kominfo.go.id.
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KEBIJAKAN

((( 1. Penataan Pita 1.800 MHz

wilayah indonesia
kini bisa menikmati 4G LTE

Dengan berakhirnya keseluruhan proses migrasi di Jabodetabek pada akhir
November 2015, diharapkan dapat meningkatkan layanan Broadband 4G LTE di
pita frekkuensi 1.800 MHz dari sebelumnya 900 MHz sejak Desembar 2014.

Penataan Pita Frekuensi 1.800MHz telah selesai di 42 wilayah/cluster Indonesia:

< )

N
" s’
- Y

) z[
:.-t‘.*’ -

- - ,/-

-s,/

Gambar 3.2 : Penataan Pita Frekuensi 1.800 MHz

’

Daerah yang telah diterapkan penataan pita frekuensi 1.800 MHz.

Papua 10. Sulawesi Selatan 19. Sumatera Utara 2 28. Bali . Purwakarta
Papua Barat 11. Sulawesi Barat 20. Sumatera Selatan 29. JawaTimur . Kalimantan Barat
Maluku 12. Aceh 21. Lampung 30. JawaTimur 2 . Sukabumi
Maluku Utara 13. Kep. Riau 22. Kep.Bangka Belitung 31. JawaTimur 3 . Banten
Kalimantan Timur 14. Riau 23. Bengkulu 32. Jawa Tengah 1 . Jakarta 1
Kalimantan Utara 15. Nusa Tenggara Barat 24. Jambi 33. Jawatengah 2 . Jakarta 2
Kalimantan Selatan ~ 16. Nusa Tenggara Timur 25. Sulawesi Utara 34. Jawa Tengah 3

Kalimantan Tengah ~ 17. Sumatera Barat 26. Gorontalo 35. Jawa Barat 1

Sulawesi Utara 18. Sumatera Utara 1 27. Sulawesi Tenggara 36. Jawa Barat 2

1.
2.
3l
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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= Kebijakan

Tahapan dan mekanisme penataan pita 1.800 MHz ditetapkan dalam Peraturan
Menteri no. 19 Tahun 2015 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 1.800 Mhz
untuk keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler.

((( 2. Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 4G LTE
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2015 Tanggal 8
Juli 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Berbasis
Standar Teknologi Long Term Evolution:

Perangkat telekomunikasi berbasis standar
teknologi Long Term Evolution (LTE) wajib
memenuhi TKDN paling rendah 30% untuk
Base Station dan paling rendah 20% untuk

Subscriber Station.

Pada tanggal 1 Januari 2017 TKDN untuk perangkat
LTE yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2.100
MHz, 1.800 MHz, 900 MHz, 800 MHz, yang wajib
dipenuhi adalah paling rendah 40% untuk Base Station
dan paling rendah 30% untuk Subscriber Station.

dan pada tanggal 1 Januari 2019 untuk Perangkat telekomunikasi
LTE yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2.300 MHz, yang wajib
dipenuhi adalah paling rendah 40% untuk Base Station dan paling
rendah 30% untuk Subscriber Station.
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(¢ 3. Kebijakan Kartu Prabayar

Registrasi Kartu

Pelangan wajib Perdana akan Kartu anda akan
membawa tanda dilakukan oleh aktif setelah

pengenal asli penjual registrasi dilakukan.

KARTU TANDA PENGENAL

* KTP Pelanggan wajib Selamat menikmati

* Paspor menunjukan: .
*SIM « KTP/Paspor/Kartu Pelajar layanan kami.
* Kartu Pelajar * Nama Lengkap

* Tempat dan Tanggal Lahir

* Alamat

1. Pastikan tanda pengenal Anda tidak di fotocopy oleh petugas outlet.
h 2. Registrasi harus dilakukan di outlet resmi.
® ) 3. Outletyang tidak memiliki poster ini bukanlah outlet kami.

' Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

Himbauan ini mengacu Surat Edaran BRTI No. 161/BRTI/V2014
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((( 4. Nomor Panggilan Tunggal Darurat (Single Emergency Number)
Di Indonesia, terdapat banyak nomor telepon darurat serta layanan informasi yang
dapat di hubungi bebas biaya, namun layanan panggilan darurat di Indonesia masih
berdiri sendiri sesuai dengan peruntukan masing-masing, seperti:

*  Ambulance =118 atau 119,

* Polisi= 110, Pemadam

* Kebakaran =113 atau 1131, serta
e Search and Rescue (SAR)= 115.

Saat ini Pemerintah berencana memadukan semua layanan itu dalam satu nomor
layanan terpadu. Public Service Centre Layanan Tunggal Darurat. Dengan kehadiran
Public Service Centre ini setiap masyarakat diharapkan bisa dilayani secara,
maksimal, meskipun dalam kondisi darurat.

Untuk program Single Emergency Call ini telah dilaksanakan FGD
dengan perwakilan 10 Pemda Kab/Kota sebagai Pilot Project dan
penandatangan Perjanjian Kerja Sama pada Oktober 2015.

Orang keadaaan darurat
menelepon

= A ®
Publik Service Center
(Call Center)

Rumah Sakit PEIMEICE Polisi Ambulance
Kebakaran

o~ r
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(¢ 5. Migrasi TV Analog ke TV Digital

' Pemerintah merencanakan siaran
analog akan dimatikan pada 2018

-~

J.

° e o > .7.‘ St
Manfaat Penyiaran Digital: > Wilayshidogy
sudah mulai

Kualitas gambar & suara

L Roadmap Infrastructur TV Digital
lebih baik

Menumbuhkan industri konten
nasional & lokal di industri kreatif

75%-100% (2018)
50%-75% (2015)
0%-50% (2010-2014)
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((( 6. Tata Kelola Domain Instansi Penyelenggara Negara
Tahun 2015 terbit Permen Kominfo nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama
Domain Instansi Penyelenggara Negara. Terbitnya Permen Kominfo nomor 5
Tahun 2015 menjadi awal Reformasi Tata Kelola Domain Pemerintah. Permen ini
memberikan kewenangan Kemkominfo sebagai Registrar Nama Domain Pemerintah.

Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Nama Domain yang meliputi :

Pendaftaran Nama Domain

Penggunaan Nama Domain

Penonaktifan Nama Domain

Perpanjangan Nama Domain

Penunjukan Pejabat Nama Domain

Perubahan Nama Domain, data Pengguna, dan Pejabat Nama Domain
Server Nama Domain

(¢ 7. Mekanisme Partisipasi Publik
Permen Kominfo Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Partisipasi Publik
Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemantauan dan Evaluasi Program Kerja
Kementerian Komunikasi dan Informatika

Partisipan :

* Perorangan Melalui Kanal Berpartisipasi terhadap :
* Pelaku Usaha Partisipasi Publik:  * Perencanaan Program
* Organisasi Profesi * Langsung * Pelaksanaan Program
* LSM * Tidak Langsung * Pemantauan dan

* Lembaga lain e Daring Evaluasi Program
di Masyarakat

* Pemda

* K/L
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PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR

((( 1. Pembangunan Sarana / Tugu Berkode Pos di Wilayah
Perbatasan dan Pulau Terdepan di Indonesia
Pembangunan sarana/tugu berkode pos memiliki tujuan untuk menjaga kedaulatan
wilayah yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memudahkan
dalam meningkatkan layanan pos. Adanya tugu tersebut dapat mengurangi adanya
sengketa batas wilayah sehingga keutuhan wilayah NKRI dapat terus terjaga.

22l (VP (P TRRE R 1
WDE PSRt
. 0.0 208

Gambar 3.3 : Peresmian Tugu Berkode Pos

Pembangunan Sarana/Tugu Berkode Pos pada wilayah perbatasan dan pulau-
pulau terdepan telah dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Informatika

pada tahun 2015.

Prov. Kalimantan Utara
Desa Padaidi

Desa Lapri

Desa Sei Nyamuk

Desa Labang
Prov. Sumatera Utara Desa Tabur Lestari

Desa Pematang Terang | | pggq Sungai Ulu

Prov. Aceh
Desa Gampong-Kota Ateuh
Desa Gampong Iboh

Tugu
Berkode
Pos

Prov. Sulawesi Utara
Saumlaki
Desa Adaud

2 Y
Prov. Kalimantan Timur
Desa Long Apari
esa Pematang Pahangai

\i

Prov. Nusa Tenggara Timur
Desa Alas

Desa Dolasi

Desa Kalabahi Kota
Desa Netemanu Utara
Desa Oesoko

Prov. Maluku
Saumlaki
Desa Adaud

Gambar 3.4 : Peta Lokasi Pembangunan Tugu Pos tahun 2015
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((« 2. Penyediaan Akses Internet
Program Penyediaan Jasa Akses Internet merupakan program penyediaan
infrastruktur dan/atau akses internet dengan kapasitas bandwidth minimal 2Mbps.
Solusi teknologi untuk penyediaan jasa akses internet ini disesuaikan dengan kondisi
geografis dan demografis di daerah. Secara umum solusi teknologi yang dipilih dalam
Penyediaan Jasa Akses Internet mencakup fiber optic, radio link dan Vsat (Very Small
Aperture Terminal).

| S—

Data Usulan lokasi Perencanaan
penyediaan akses Implementasi
Internet Akses Internet

Verifikasi usulan - Servey usulan
Akses Internet Akses Internet

/

Proses berhenti Laporan survey
Akses Internet

©
°
£
5]
a
c
©
©
-
~
X
c
i
=
L2
>

Penandatanganan Pendampingan

/ MOU/PKS Penyediaan dan
/ Pengelolaan Akses

Internet

K/L dan Pemda Monitoring dan /

Evaluasi ' Pengadaan Bandwitdh
dan Perangkat Pendukung

Ditjen PPI/Dit Telsus

BPPPTI/Direktorat
Perencanaan dan Monitoring

BPPPTI/Direktorat Penyediaan

Gambar 3.5 : Model Bisnis Penyediaan Akses Internet
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= Pembangunan Infrastruktur

Pada tahun 2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika berhasil menyediakan
jasa akses internet di 688 titik lokasi.

Tabel 3.1 : Lokasi yang Sudah Tersambung Internet

Badan Karantina Kementerian Pertanian
Kementerian Pariwisata
Pustekkom Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan

Pemerintah Daerah
6 Desa Broadband Terpadu
Jumlah 688 lokasi

Prov. Aceh total

33 Lokasi
688 1 0kasi

Sumatera Utara Q

68 Lokasi : .
Kep. Riau Kalimantan Barat |
15 Lokasi 28, okasi G40|[ontaas]o ’

v Maluku Utara
wesi Utar: 61 Lokasi
4 Lokasi

awesi Tengah
725 Lokasi &
Q;) ‘Maluku

KalimSnLtalrg Selatan wesi Tenggara 75 Lokasi
okes Sul b 96 Lokasi

Prov. Bali 96 Lokasi
2 Lokasi
6 Lokasi
— .
Yogyakarta ¥ jawa Ti S
4 Lokasi 16 Lokasi NT? -
19 Lokasi N
86 Lokasi =~
337 lokasi
—_—
4
224 lokasi
—>
=

50 lokasi

_—
3

59 lokasi
16 lokasi o
—_—
4

2 lokasi

Badan Karantina Kementerian Pariwisata Pustekkom Kementerian Balai Latihan Pemerintah Daerah Desa Broadband
Kementerian Pertanian Pendidikan dan Kerja Kementerian Terpadu
Kebudayaan Ketenagakerjaan

Gambar 3.6 : Sebaran Lokasi Akses Internet Berdasarkan Wilayah
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((« 3. Penyediaan Sistem Desa Broadband terpadu

Mengapa disebut Broadband?
Desa-desa tersebut akan diperkuat dengan layanan akses internet dengan
kecepatan 2Mbps, sebagai pintu akses internet di pedesaan.

Terpadu?

Terpadu disini berarti program ini dilaksanakan secara terpadu dari 2 sisi yaitu
terpadu secara proses, dan terpadu secara sistem

perencanaap

Lembaga
Pemberdaya
Masyarakat

Aplikasi Pendukung

Pengembang
Aplika

Gambar 3.7 : Model Pembangunan Desa Broadband Terpadu

Progam tersebut diperuntukkan bagi desa nelayan, desa pertanian, dan desa
pedalaman untuk mendukung dan membantu kegiatan mayarakat setempat
sehari-hari.
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= Pembangunan Infrastruktur

Keterpaduan Aplikasi

Saat ini telah dibangun Portal Aplikasi Pedesaan yang dikembangkan oleh
Kementerian Kominfo bekerjasama dengan pengembang aplikasi lokal yang dapat
diakses pada broadband-desa.go.id. Dalam portal tersebut tersedia berbagai
macam aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk desa, baik itu untuk
pekerjaan, seperti informasi cuaca, harga komoditi.

Pengembangan Non Infrastruktur

Dimulai dengan ToT (training of trainer) kepada perwakilan Pemda dan warga,
diharapkan keberlanjutan training akan dilaksanakan di daerah masing-masing dan
menjadi rantai yang mencitakan ekosistem IT di desa-desa.

(¢ 4. Penyediaan BTS (Base Transceiver Station)
Pelaksanaan penyediaan BTS di daerah perbatasan yang merupakan amanat dari
Nawacita, yaitu terbangunnya infrastruktur yang menunjang konektivitas antar
wilayah secara terintegrasi.

BTS

Equipment

Tower [ B]

H Transmission
[D]

Lahan [B]

Gambar 3.8 : Element Infrastruktur
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= Pembangunan Infrastruktur

Dengan adanya program pembangunan BTS di daerah blankspot layanan
telekomunikasi, diharapkan dapat mendukung sasaran strategis ketersediaan
layanan komunikasi dan informatika sebagai upaya pemerintah dalam melaksanakan
pemerataan pembangunan.

Penyediaan BTS hingga Desember 2015 terletak di:

1. SETARAP (Kalimantan Utara, Long : 116.507136 Lat: 3.406875)
2. YURUF (Papua, Long : 140.904867 Lat:-3.607667)
3. KIABU (Kepulauan Riau, Long : 106.199839 Lat: 2.79075)
4. TELAGA (Kepulauan Riau,Long  : 105.969081 Lat: 3.0487)
5. REWAK (Kepulauan Riau, Long : 105.693417 Lat: 3.057783)

Sedangkan untuk Tiga (3) repeater telah on air, yaitu di :
1. Muara Telake, Kalimantan Timur

2. Setulang, Kalimantan Utara

3. Maloy, Kalimantan Timur.

((( 5. Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional
(Palapa Ring)
Palapa Ring merupakan proyek yang menghubungkan kota/kabupaten di seluruh
Indonesia dengan jaringan serat optik. Serat optik merupakan infrastruktur yang
tepat untuk menggelar layanan broadband.

Karakter proyek Palapa Ring adalah sebagai berikut:

1. Melayani daerah non-financially feasible (tidak layak secara bisnis/keuangan);
2. Pemerintah berperan menyediakan penjaminan;

3. Distruktur sebagai PPP/Kerjasama Pemerintah Badan Usaha; dan

4. Merupakan proyek PPP pertama di sektor telekomunikasi.

Proyek Palapa Ring akan melayani 57 Kabupaten/Kota di Indonesia yang

pelaksanaannya dibagi dalam 3 (tiga) paket, yaitu:

1. Paket Barat yang menjangkau wilayah Riau dan Kepulauan Riau (sampai
dengan Pulau Natuna) di 5 Kabupaten/Kota dengan total panjang kabel serat
optik sekitar 2.000 km.

2. Paket Tengah menjangkau wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara
(sampai dengan Kep. Sangihe-Talaud) di 17 Kabupaten/Kota dengan total
panjang kabel serat optik sekitar 2.700 km.
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3. Paket Timur yang menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua
Barat, dan Papua, (sampai dengan pedalaman Papua) di 35 Kabupaten/Kota
dengan total panjang kabel serat optik sekitar 6.300 km.

Struktur Kerjasama Proyek

Perjanjian
Penjaminan

Ekuitas/
Sponsor

Availability
Payment

Layanan
Jaringan

Pengguna
Jaringan

Gambar 3.9 : Struktur kerja sama proyek Palapa Ring
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Berikut merupakan Peta Rencana Pembangunan Infrastruktur Fiber Optic Palapa
Ring yang akan dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika:

3

Paket Proyek Palapa Ring

PAKET BARAT

... Realisasi Fiber Optik
Operator PAKET TENGAH ’o°. -
o* PAKET TIMUR
mmmm= Reonrana Tamhahan ."‘

Jumlah Provinsi

Jumlah Kab/Kota
US$368,884,000

US$99,250,000
Rp5,13 triliun

US$92,504,000

é | Nitai CAPEX Rp1,28 triliun Rp1,38 triliun
8.454 km

1.980 km 2.647 km
88.9% kabel laut 49.8% kabel laut

Panjang Kabel 88.9% kabel laut
11.1% kabel darat = 11.1% kabel darat ~ 45.5% kabel darat
4.5% MW 4.7% MW

Penyelesaian
Konstruksi
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(¢ 6. ITTS Phase Il
LPP-TVRI sebagai media penyiaran publik mengalami ketersediaan infrastruktur dan
kapasitasnya dalam penyebaran informasi untuk mendukung rencana pembangunan
nasional sangat terbatas. Cakupan sinyal televisi yang seharusnya mencakup 42% dari
wilayah dan lebih dari 80% populasi dalam kenyataannya jauh lebih sedikit dikarenakan
perangkat transmisi yang sudah tidak layak karena telah berumur lebih dari 25 tahun.

“Cakupan sinyal televisi yang

seharusnya mencakup 42 0/0

dari wilayah dan lebih dari

80 0/0 populasi”

Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan dibantu negara Perancis sebagai donor,
melaksanakan proyek ITSS Il di 60 lokasi dengan 2 tahap yaitu tahun 2015 dibangun
sarana prasarana untuk 24 lokasi dan di tahun 2016 akan dibangun untuk 36 lokasi.

Sarana dan prasarana pendukung proyek ITTS phase Il antara lain penyediaan
tower di beberapa lokasi, pekerjaan sipil berupa rehabilitasi gedung pemancar,
peningkatan (upgrade) PLN dan pekerjaan pendukung lainnya.

L}
: L “ ;
i A e, i
i éég i J
h gt .
i y
gy | LA bz i

Gambar 3.11 : Peta Lokasi ITTS phase Il
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TATA KELOLA
INTERNET

((c 1. Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGl)
Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGl) adalah kegiatan tahunan
Kemkominfo dalam rangka mengevaluasi penerapan e-Government di Instansi
Pemerintah tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota secara objektif dan
komprehensif. Kegiatan tersebut mencakup aspek Kebijakan, Kelembagaan,
Infrastruktur, Aplikasi, dan Perencanaan.

Kelembagaan

Assesement
e-Goverment
< K/L
« Propinsi
- Kab/Kota

Kebijakan Perencanaan

PeGl dilaksanakan pada 4 tingkatan, yaitu kabupaten/kota, provinsi, kementerian,
dan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) se-Indonesia. Pada tahun 2015,
hasil capaian nilai PeGl adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Hasil penilaian PeGl tahun 2009-2015

Kementerian 2.5 - 2.5 2.5
LPNK = - 8 _

Provinsi - - 2.4 2.2
Kabupaten/Kota - 2.0 2.0 2.2
Rata-rata nilai PeGl Nasional 2.5 2.0 2.3 2.3
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((« 2. E-Commerce

Penyusunan Roadmap E-Commerce

Industri e-commerce di Indonesia tidak hanya mendukung perekonomian tapi

Jjuga menjadi tulang punggung Indonesia di era digital ekonomi. Pada tahun 2020,
volume bisnis e-commerce di Indonesia diprediksi mencapai USD130 miliar dengan
angka pertumbuhan per tahun sekitar 50%.

Pemerintah ingin menempatkan Indonesia sebagai Negara Digital Economy
terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Untuk itu, sejak akhir 2014, segenap instansi
pemerintah bekerjasama menyiapkan ekosistem yang baik untuk mengembangkan
industri e-commerce |lokal di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika

dan beberapa kementerian/lembaga dan asosiasi terkait yang menghasilkan draft
Indonesia e-commerce roadmap yang berisiinisiatif-inisitaif solusi terkait isu-isu
seputar e-commerce untuk mendukung dan mendorong potensi pertumbuhan
e-commerce Indonesia dan harus dikerjakan bersama dengan lembaga terkait agar
menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan sinkron

Produk Populer E-Commerce:
Jumlah Pakaian 67,1%

) Penfllg::-l'na . Sepatu 20,2%
internet Indonesia: Tas 20%

93,4 juta tahun 2015 Jam 7,6%

77% dari sebelumnya Tiket Pesawat 5,1%

88,1 juta di tahun 2014 /
Mencari LR Handphone 5,1%
informasi Asesoris Kendaraan 2,8%

produk dan Kosmetik 2,3%
belanja online Buku 1,8%

£

V77T N

US$4.89 miliar (prediksi 2016)
7,4 juta orang (2015)

,7 juta orang (prediksi 2016)
,4 juta orang (2015)

Jumlah online shopper: . Nilai transaksi E-Commerce:
!)

Sumber: Social Research & Monitoring Soclab.co

Gambar 3.12 : Prospek Bisnis E-Commerce di Indonesia
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7 isu utama seputar e-commerce di Indonesia yang bersifat
cross-cutting (lintas stakeholder) secara fungsional, yaitu:
Pendanaan (funding)

Perpajakan (tax)

Perlindungan Konsumen (consumer protection)

Pendidikandan Sumber Daya Manusia (education and human resources)
Logistik (logistic)

Infrastruktur Komunikasi (communication infrastructure); dan

Keamanan Siber (cyber security)

NOoO ok wWN PP

Pemerintah juga merumuskan prinsip-prinsip utama pengembangan e-commerce
lewat aksi afirmatif dengan poin utama pelaku bisnis e-commerce lokal terutama
pelaku bisnis pemula dan UKM mendapatkan perlindungan yang layak serta
menjadi prioritas sebagai berikut:

1. Seluruh warga Indonesia harus diberi kesempatan untuk mengakses dan
melakukan transaksi E-Commerce.

2. Seluruh warga Indonesia harus dilengkapi dengan keahlian dan kemampuan
untuk memanfaatkan keuntungan dari ekonomi informasi.

3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus diminimisasi selama proses transisi
menuju ekonomi internet dan tambahan lapangan pekerjaan bersih harus positif
setelah dikurangi oleh dampak penghancuran kreatif (creative destruction).

4. Kerangka hukum yang jelas harus diterapkan untuk menjamin industri
E-Commerce yang aman dan terbuka, termasuk di dalamnya netralitas
teknologi, transparansi, dan konsistensi internasional.

5. Pemainnasional, terutama start-up dan UKM, harus dilindungi dengan sebaik-baiknya.
Bisnis lokal dan pertumbuhan industrinasional harus menjadi prioritas utama.

Sejak akhir 2014, segenap instansi pemerintah bekerjasama menyiapkan ekosistem yang baik

untuk mengembangkan industrie-commerce lokal di bawah koordinasi Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan beberapa
kementerian/lembaga dan asosiasi terkait yang menghasilkan draft Indonesia e-commerce roadmap
yang berisiinisiatifinisitaif solusi terkait isu-isu seputar e-commerce untuk mendukung dan mendorong
potensi pertumbuhan e-commerce Indonesia dan harus dikerjakan bersama dengan lembaga terkait agar
menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan sinkron.

Pemerintah menargetkan
bisnis e-commerce di
Indonesia dapat mencapai

3 Segmen Pelaku Utama Bisnis E-Commerce: us$ 130 miliar
pada 2020

UKM Peusahaan Ecommerce StartUp Perusahaan rintisan yang
[ Usaha Kecil Menengah ] yang established bergerak di bidang teknologi

Gambar 3.13 : Roadmap E-Commerce Indonesia
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((( 3. Keamanan Informasi dan Jaringan Internet

LU
2010010101

paling| banyak

paling bangiék

banyak
’
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KONDISI
TINGKAT
KEAMANAN
INTERNET
NASIONAL
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3.325.758 4

\ 2.909/003 =

7 2.840.997

e

2.065.054

2.122.732

766.926

.

MEI|3.325.758

[

' SERANGAN TERENDAH
JANUARI|766.926
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((c 4. Trust+

Kemkominfo dan Panel aktif melakukan kegiatan penanganan situs internet
bermuatan negatif. Masyarakat juga dapat berkontribusi aktif dengan mengadukan

situs-situs negatif untuk dilakukan penyaringan dan pemblokiran apabila diperlukan
ke aduankonten@mail.komingo.go.id atau trustpositif.kominfo.go.id.

F h

8
N —— &
N
— , W Dagang]llega
__qu.r. '\\__
 Defilein 5} )
8,760 N
_/.’. —
A \\ 8 -
Relanggaraniey oA
K] »
\

Tabel 3.3 : Jumlah Penapisan Situs Negatif 2015

Media Sosial Media Sosial
(2015 - Pornografi) (SARA / Radikalisme)
2

Twitter 1348 Twitter
Facebook 720 Facebook 4

2014
761.125
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GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS

DAN DISEMINASI INFORMASI

(¢ 1. Government Public Relations

Pelaksanaan Inpres No. 9 tahun 2015
Tentang Pengelolahan Komunikasi Publik

Kemkominfo sebagai
penyusun Narasi Tunggal

Kemkominfo merencanakan,
menyiapkan dan
mengkordinasikan agenda
setting pemerintahan

Agenda Setting Media

o Pemerintah menyampaikan —
informasi, kebijakan dan ===
Dl K/L/D&

program melalui berbagai
saluran komunikasi — '
secara cepat dan tepat o \

untuk mengimbang arus

Opini publik
terbentuk

pemberitaan di media TH'HT K/L/D oleh
derasnya

e - H Agenda SIS
K/L/D Setting informasi

dari media

-
Pemerintah
— Med

% Narasi Tunggal
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E Government Public Relations dan Diseminasi Informasi

Alur Kerja Pengelolaan
Komunikasi Publik \

- Verifikasi Data . Persetujuan
dan Informasi Pimpinan Instansi
DISE-

KONTEN MINASI

N’

Pemantauan,
Evaluasi, dan
Audit Komunikasi

Distribusi Pesan

Produksi Pesan
[media massa,

Pengumpulan Manajemen Isu
Data dan Analisis Framing Briefing Notes
Informasi Signing Siaran Pers media sosial,
[K/L/D, Organisasi Priming Infografis humas K/L/D,
riset, kantor berita, Artikel kelompok
media massa, Advertorial strategis, dan
relawan]

media sosial, dan

¢ |G| weG| @

m
H K/L/D -

Kominfo, KSP, Kominfo, Kominfo, Kominfo
dan TKP dan K/L/D dan K/L/D
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19 Tema GPR Alih Subsidi BBM

Toleransi Antar Umat

Paket Kebijakan Ekonomi Beragama

Ketahanan Energi Kabut Asap

Infrastruktur

GETT

Darurat Narkoba

Poros Maritim Revolusi Mental

Il
ONONO

Masyarakat ASEAN Kekeringan

Gerakan Ayo Kerja 70 tahun

Pelemahan Rupiah Indonesia

(CHELELRETNELLED

Kartu Sakti

Ketahanan Pangan

w

Cinta Indonesia
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((( 2. Diseminasi Informasi Melalui Website dan Media Sosial

Diseminasi Narasi Tunggal dalam bentuk infografik, Artikel, dan Siaran
Press dilakukan melalui pengiriman Surat Elektronik Kemkominfo, dan
diunggah (upload) ke situr web (website) yang dimiliki oleh masing-
masing K/L/D.

Q9 0 9

K/L/D Propinsi Kab. Kota

Media Sosial

Diseminasi Narasi Tunggal dilaksanakan melalui berbagai akun media sosial baik twitter,
facebook, maupun situs web yang dikelola oleh Kemkominfo.

Indonesia Baik 416.329 pengikut
Info Publik Kominfo  15.000 eksemplar
u Kemenkominfo 65.886 pengikut
@infopublik 1.095 pengikut
@GPRIIndonesia 13.255 pengikut
@bakohumas 878 pengikut
@ditppi 2.002 pengikut
@kemkominfo 380.429 pengikut
@Gprbaik 2.497 pengikut
@ www.kemenkominfo 234.742 visit

Media Lamnya \Q; TV:21 kali m Majalah: 15.000 eksemplar
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((( 3. Diseminasi Revolusi Mental ke Seluruh Pelosok Indonesia

#1 #H2
REVOLUSI MENTAL | REVOLUSI MENTAL

1 revelas nas

menghadapd rintangan dan kesulltan-
Muasu AR hermasyarakiat dan barmegara,
Revolusi Mental merupakan
suatu gerakan untuk
menggembleng manusia
Indon gar menjadi manusia
baru, yang berhati putlh.
berkemauan baja. bersemangat
elang rajawali, berjiwa api yang
menyala-nyala.

tangan terhadap
er pada corak berpikir

L
- -

%

G - . e
indonesiabalk o ik ndonesiabaik

REVOLUSI MENTAL

Ada bangsa...

Merosotnya

\'_f‘f_'l":’ ‘ wibawa negara

Lemahnya sendi
perekonomian bangsa
- 4 Intoleransi dan krisis

kepribadian bangsa

i Ruvelusi Mamtal

#5
REVOLUSI MENTAL

: Al
Revolusi Mental >~~~

Kegiatan kampanye revolusi mental meliputi sejumlah aktivitas:

1. Penyusunan Strategi Komunikasi Revolusi Mental

2. Penyebaran Informasi Publik melalui Media Cetak, Media Elektronik, Media Online,
Media Luar Ruang, dan Media Tradisional terkait kampanye revolusi mental

3. Forum Diskusi Publik dalam rangka menciptakan awareness terhadap kampanye
revolusi mental

4. Monitoring dan Evaluasi terkait pelaksanaan kampanye revolusi mental
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PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

((( 1. Penelitian dan Publikasi llmiah

Pada tahun 2015, Kementerian Kominfo melaksanakan berbagai kegiatan
penelitian terkait broadband, internet dan digitalisasi penyiaran dalam

rangka mendukung kebijakan Kementerian Kominfo pada tahun 2015 yang
menitikberatkan pada pembangunan akses dan kualitas broadband, terutama di
lokasi prioritas yang ditetapkan Pemerintah.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo selama tahun 2015:

Kajian Indikator Kominfo 2015

Studi Dampak Sosial Ekonomi
terhadap Broadband di Indonesia.

ICT White Paper
Survei Kebutuhan Informasi
Masyarakat tentang Kebijakan
Pemerintah di Bidang Ekonomi, Politik,

dan Budaya, dan Kemaritiman pada )
Masyarakat Nelayan. Studi Pengembangan Model/Pola

Kemitraan Pusat&Daerah Dalam
Rangka Integrasi Infrastruktur
Jalan & Telekomunikasi

Optimalisasi Pemanfaatan Internet
Desa berbasis Pemberdayaan

Masyarakat melalui Pengelolaan
Website Desa

Strategi Implementasi Radio
Siaran Digital di Indonesia

Model Pemberdayaan Masyarakat
untuk meningkatkan Produktivitas
Melalui Optimalisasi Fungsi NIX.

Kajian Pemetaan Industri
Konten dan Aplikasi Indonesia

Studi Pengembangan Pasar Smart

/ Card di Indonesia.

Kajian Opini Publik
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Jurnal dan Publikasi yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan
Informatika selama tahun 2015:

Jurnal Terakreditasi

Buletin Pos dan Telekomunikasi

Jurnal Penelitian Pos dan Informatika

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika IPTEK-KOM
Jurnal Studi Komunikasi dan Media

Jurnal Penelitian Komunikasi

Jurnal Pekommas

Jurnal Online

Puslitbang SDPPI: Buletin Pos dan Telekomunikasi
BPPKI Jakarta: Jurnal Studi Komunikasi dan Media

Publikasi llmiah dan Populer

Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika

Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik

Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan
Mediakom

Observasi

Bunga Rampai Penelitian

Majalah Komunikasi Massa

Majalah Kupas

" e
L
E - Buku Putih Komunikasi dan Informatika Indonesia 2015
| — soo: (ICT Whitepaper) disusun dalam rangka menyediakan
| informasi pembangunan TIK yang telah dilakukan dan
I arah pengembangan serta kebijakan yang diambil dalam

pembangunan TIK di Indonesia.
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= Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(¢ 2. Pengembangan Profesi Bidang Komunikasi dan Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika bertugas sebagai instansi pembina teknis
standardisasi profesi tenaga kerja nasional sektor kominfo dimana hingga 2015,
terdapat 21 (dua puluh satu) SKKNI bidang kominfo, yaitu 8 (delapan) standar di
bidang komunikasi dan 13 (tiga belas) standar di bidang informatika.

Multimedia

Kehumasan

Desain Grafis

. . Periklanan
Komunikasi Produser Televisi
Animasi
Auditor Komunikasi
Pengarah Acara

Layanan Komunikasi Tertulis/Elektronik dan Paket (Perposan).

Operator Komputer
Jaringan Komputer dan Sistem Administrasi
- Computer Technical Support
Teknisi Telekomunikasi Satelit
Manajemen Layanan Teknologi Informasi
TIK » Programmer Komputer
Telekomunikasi ' Teknik Instalasi Fiber Optik
Jasa Profesional ] Telekomunikasi (Perekayasaan dan Perencanaan Jaringan Seluler)
: N . ICT Project Managemet
Pengelolaan Pusat Data (Data Centre Management)
Auditor Teknologi Informasi
« Keamanan Informasi (IT Security)

Enterprise Architecture Design

Penulis Naskah Televisi

Rancangan . . Cloud Computing
SKKNI M - Mobile Computing

Telekomunikasi

Gambar 3.14 : SKKNI dan RSKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika
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((( 3. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Melalui

Pendekatan Ekosistem SKKNI

Dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia secara lebih terukur,
Pemerintah tengah menyusun kebijakan standardisasi profesi tenaga kerja nasional
melalui sistem Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), yang digunakan
oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, dunia industri, dan tenaga kerja Indonesia
sebagai acuan dan produk hukum yang mendasari keberadaan sistem sertifikasi untuk
mengukur kompetensi tenaga kerja. Sistem sertifikasi tersebut akan memudahkan dunia
industri dalam melaksanakan pembinaan pegawai dan memastikan bahwa kompetensi
tenaga kerja diakui oleh pihak lain sepanjang yang bersangkutan lulus ujian sertifikasi.

1. Peraturan Menkominfo 24/2015

Tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo
» Sosialisasi tentang Pemberlakuan SKKNI ke Pelaku Industri (1 januari 2016)
* Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

2. PENYUSUNAN SKKNI BIDANG KOMINFO

* Penyusunan Rancangan SKKNI
* Fasilitasi Penyusunan Skema & Modul Sertifikasi

3. PENGUATAN SDM&LEMBAGA
* Pelatihan&/Sertifikasi
- 1.478 Instruktur BLK&SMK,
- 11.785 Angkatan Kerja Muda
* Fasilitasi dan Pendampingan dalam
rangka Akselerasi Pembentukan LSP
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((« 4. Penyelenggaraan Beasiswa Paskasarjana Dalam dan Luar Negeri

Beasiswa ditujukan bagi aparatur Ul, UGM, ITB, ITS, UNAIR, USU,
pemerintah, industri dan masyarakat UNHAS, UNS, UNP, dan UNAND.
Indonesia di bidang komunikasi dan Sedangkan program magister luar
informatika, dan diharapkan dapat negeri diselenggarakan bekerjasama
menciptakan SDM nasional bidang dengan beberapa perguruan tinggi
kominfo yang kompeten melalui di berbagai Negara yaitu Australia,
pendidikan formal sehingga sesuai Belanda, Hongkong, Inggris, Jepang,
dengan standar kompetensi profesi. Jerman, dan Korea Selatan. Untuk
Program beasiswa magister dalam program beasiswa tahun 2015,
negeri diselenggarakan bekerjasama Kemkominfo memberikan 212
dengan berbagai Perguruan Tinggi beasiswa baik dalam dan luar negeri.

Negeri di Indonesia, diantaranya

Pengumuman Pendaftaran online

Pembukaan www.balitbang.kominfo.go.id Pemberkasan

Pengumuman
calon Penerima Proses Seleksi
Beasiswa

Persiapan
Keberangkatan

Briefing Pre-Departure Wawancara Seleksi
Awal Briefing dan Psikotes Administrasi

Gambar 3.15 : Alur Penerimaan Beasiswa S2 Luar Negeri
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(¢« 1. Pengaduan Bidang Pers

Tahun 2015 prosentase pengaduan
bidang Pers yang terselesaikan
sebanyak 356 kasus (91%) dari 390
pengaduan.

2®

kasus dengan
cara mediasi

04l

kasus melalui
surat-menyurat

2®

kasus
diselesaikan
dengan
Pernyataan
Penilaian dan
Rekomendasi
(PPR).

((( 2. Pengaduan Bidang Penyiaran

Tabel 3.4 : Jumlah Pengaduan Bidang Penyiaran

o

Sumber Pengaduan

1. Email 5.472
2. Sms 1.221
3. Telepon 31
4. Twitter 2.032
5. Surat 232
6. Face book 410

Total 9.410

Dari 9.410 pengaduan tersebut, semua ditindak lanjuti oleh Komisi Penyiaran
Indonesia, dengan keputusan 267 pengaduan mendapatkan sangsi administrasi,
berupa 262 teguran; 5 penghentian sementara; dan sisanya sebanyak 9.143
pengaduan dengan melalui proses analisis program dinyatakan tidak melanggar.
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((« 3. Layanan Penyelesian Sengketa Informasi

19 |34

Putusan Ajudikasi Sepakat Mediasi

17

Putusan Sela

Total Jumlah

o Penyelesaian

2 3 Sengketa
o Pembatalan i

Sepakat Mediasi Registrasi Informasi

((( 4. Rating Siaran Televisi (TV)
Dalam rangka mengevaluasi kualitas siaran TV, Komisi Penyiaran Indonesia
melaksanakan rating terhadap isi siaran TV. Populasi dari penelitian ini adalah semua
program siaran yang ditayangkan di 15 stasiun televisi nasional (ANTV, Global,
Indosiar, MetroTV, MNCTV, RCTI, SCTV, TransTV, Trans7, TVOne, TVRI, RTV, Sindo
TV, Kompas TV dan Net.) pada rentang waktu jam 05.00-24.00 selama dua bulan.
Asumsinya, setiap stasiun televisi rata-rata menayangkan 20-an program siaran
setiap harinya dalam rentang waktu jam 05.00-24.00. Program siaran diklasifikasikan
terlebih dahulu berdasarkan kategori 9 program siaran : berita, sinetron/ FTV/film,
variety show, talkshow, religi, budaya/wisata, infotainment, komedi dan anak-anak.

Tabel 3.5 : Perbandingan Indeks Kualitas Program Siaran TV

4,00 cang
400 tandar
3.59 3,42
350 395 327 ) 3,38
300
250
200
150
100
50
0 : )
Maret Mei Juli September November
April Juni Agustus Oktober Desembar
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Budaya

rasno [ - :
nforainment. [N 264
serice I ;.70

Gambar 3.16 : Indeks kualitas siaran per program siaran

((« 5. Penganugerahaan Keterbukaan Informasi Badan Publik
Tahun 2015

Pada tahun 2015 hasil penilaian self assessment, verifikasi dan visitasi nilai rata-rata
keterbukaan informasi Badan Publik per kategori adalah :

Untuk hasil peringkat Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015
per kategori adalah :

Kementrian

45.285

Lembaga Negara Lembaga Non

48.976 22.096

Pemerintah Provinsi

49.946

BUMN BP Perguruan Tinggi

3 5.944 Nzegsi.ooo
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